
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rencana Kerja Pemerintah 
sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang­ 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; 
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13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap 
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Konawe Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
perencanaan pembangunan di daerah. 

6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, akses 
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan 
daerah maupun pembangunan manusia. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Konawe Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 
sampai dengan Tahun 2045. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun periode 
2025-2029. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun atau disebut dengan rencana tahunan 
pembangunan daerah. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH TAHUN 2026. 
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BAB IV 

Pasal 4 
(1) RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan visi, misi dan program 

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD. 
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, 
PPAS, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. 

Pasal 5 
(1) Rencana Program Prioritas Pembangunan daerah Tahun 

Anggaran 2026, dikelompokkan sesuai dengan prioritas 
pembangunan daerah yang secara rinci tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, 
dan Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026. 

(3) Kepala PD wajib mendukung pelaksanaan program prioritas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BAB III 
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN 

Pasal 3 
Rincian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 
RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika meliputi: 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAE RAH 
BAB VII PENUTUP 

BAB II 
SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2026 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam peraturan 
daerah. 

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh 
alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah. 
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Diundangkan di Andoolo 
pada tanggal r 7 )epiBV\136t2-2025 
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Ditetapkan di Andoolo 
pada tanggal r7 SepraM.OcrL2025 OINA 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Konawe Selatan. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

KETENTUAN PENUTUP 
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